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PENUTUP
A. Simpulan
Dari Penelitian tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan penghentian penuntuntuan tindak pidana narkotika berdasarkan restorative justice oleh Kejari Padang melibatkan beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengiriman berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, pelaksaanan profiling, pra ekspose, ekspose, penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan ini sudah sesuai dengan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021. Namun ada penambahan 1 (satu) proses yaitu proses tahapan pra ekspose. 
2. Pelaksanaan ini tidak tanpa kendala. Kendala yang dihadapi menjadi 2 (dua) bagian yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapai yaitu keterbatasan waktu, dan proses persetujuan yang panjang. Selain itu kendala eksternal termasuk kesulitan dalam mengumpulkan tokoh masyarakat untuk proses profiling, respon masyarakat, dan kemungkinan residivisme.
B. Saran
Berkaitan dengan simpulan penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Agar koordinasi dengan tokoh masyarakat meningkat, Kejari Padang perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan komunikasi dan mempermudah proses pengumpulan masyarakat dalam pelaksanaan profiling. Hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan profiling dalam proses restorative justice agar memberikan informasi yang akurat, tidak menghabiskan waktu yang lama untuk mengumpulkan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap restorative justice, dan memfasilitasi reintegrasi sosial bagi tersangka.
2. Agar mengatasi keterbatasan waktu, perlu menambah jumlah jaksa dan staf pendukung untuk mengurangi beban kerja individu, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menangani kasus dengan pendekatan restorative justice. 
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